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ABSTRACT
This research aims to identify and analyze legal issues that arise in land sale-and-purchase
transactions conducted through private agreements. Using an empirical approach, the study
collects data through document review and analysis of relevant legal issues. The research
findings indicate that many buyers face legal uncertainty due to the absence of an authentic
deed, which may result in disputes in the future. In addition, the study reveals that
approximately 40% of respondents experienced breach of contract by the seller, often caused
by a lack of understanding regarding the rights and obligations contained in the agreement.
Another issue identified is inadequate proof of payment, which further weakens the buyer’s
legal position. The research also shows that compliance with legal regulations is often
neglected, creating legal risks for both parties. Limited legal awareness in society is a major
contributing factor to these problems. The study concludes that the use of an authentic deed
in land sale-and-purchase transactions is essential to ensure legal certainty and provide
protection for buyers, as well as the need to improve public understanding of relevant legal
aspects.
Keywords: Land Sale-and-Purchase Transactions, Private Agreement, Legal Issues

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum yang muncul
dalam transaksi jual beli tanah melalui perjanjian di bawah tangan. Dengan pendekatan
empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumen dan analisis isu hukum
yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pembeli menghadapi
ketidakpastian hukum akibat tidak adanya akta otentik, yang berisiko mengakibatkan
sengketa di kemudian hari. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sekitar 40% responden
mengalami wanprestasi dari penjual, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya
pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian. Masalah lain yang teridentifikasi
adalah bukti pembayaran yang tidak memadai, yang semakin memperlemah posisi hukum
pembeli. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap requlasi hukum sering
diabaikan, menyebabkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. Edukasi hukum yang minim
di masyarakat menjadi faktor penyebab utama dalam permasalahan ini. Kesimpulan dari
penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik dalam transaksi jual beli
tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembeli, serta perlunya
peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum yang terkait.

Kata Kunci: Transaksi Jual Beli Tanah, Perjanjian di Bawah Tangan, Isu Hukum
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PENDAHULUAN

Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia, baik untuk kehidupan
sehari-hari bahkan hingga meninggal manusia masih membutuhkan tanah.
Mengingat begitu pentingnya tanah maka pemanfaatannya perlu diatur oleh
Negara. Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut Pasal 33 ayat 3 UUD RI Tahun 1945) menyatakan
bahwa “Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena
itu, sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi dan air, dan kekayaan yang
terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tanah memiliki nilai strategis dalam
kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai aset ekonomi, tempat tinggal,
maupun sarana pembangunan.

Oleh karena itu, jual beli tanah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang
paling sering dilakukan dalam praktik hukum perdata. Permasalahan jual beli tanah
di Indonesia kerap kali menyisakan persoalan hukum, terutama apabila transaksi
dilakukan tanpa akta otentik. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang
melakukan jual beli tanah melalui perjanjian di bawah tangan karena dianggap lebih
mudah dan murah dibandingkan dengan proses pembuatan akta otentik oleh
pejabat yang berwenang. Padahal, tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum
yang cukup besar, terutama bagi pihak pembeli yang posisinya relatif lebih lemah.
Jual beli dibawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak sesuai dengan peraturan
pemerintah yang mengharuskan jual beli dilakukan dengan akta otentik. Jual beli
tanah di bawah tangan adalah perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di luar
kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT).

Pada umumnya, peralihan jual beli menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Peralihan Hak Atas Tanah (selanjutnya
disebut PP No. 24 Tahun 1997) yang menyatakan bahwa “Peralihan hak atas tanah
dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,
kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 19 UUPA mengamanatkan bahwa
pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, sementara Pasal 23
UUPA menyebutkan bahwa setiap peralihan hak, hapusnya hak, maupun
pembebanannya wajib didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dilingkup masyarakat masih banyak yang melakukan jual beli tanah dengan
perjanjian di bawah tangan karena dianggap lebih cepat, sederhana, dan murah
dibandingkan pembuatan akta otentik oleh pejabat yang berwenang. Permasalahan
muncul karena perjanjian jual beli tanah di bawah tangan tidak memberikan jaminan
kepastian hukum, khususnya bagi pihak pembeli. Posisi pembeli sering kali lebih
lemah karena ketiadaan bukti otentik yang dapat dijadikan dasar pendaftaran hak
atas tanah. Jika ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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(selanjutnya disebut KUHPerdata), perjanjian tersebut memang memenuhi syarat
sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang
halal. Tindakan jual beli tanah yang terjadi secara informal dapat digunakan sebagai
bukti dalam transaksi yang sah. Namun tidak dapat memberikan jaminan hukum
yang cukup kepada pembeli kecuali jika transaksi jual beli tanah dibuat dan
didukung oleh akta yang dibuat oleh PPAT. Jual beli hak atas tanah yang dilakukan
secara tidak resmi bisa digunakan sebagai bukti, namun bukti ini tidak memiliki
kekuatan yang cukup seperti akta otentik yang dibuat di hadapan PPAT.

Seperti yang terjadi di Kantor Notaris Ni Nyoman Sukariati, SH., M.Kn, masih
banyak masyarakat yang menggunakan perjanjian di bawah tangan untuk
melakukan proses peralihan hak atas tanahnya. Pada kemudian hari pihak pembeli
yang selalu dirugikan, dikarenakan sebelum perjanjian di bawah tangan tersebut
lakukan pihak pembeli diiming-imingi oleh penjual dengan harga yang terbilang
murah pada tahun itu, sehingga pembeli tergiur dengan tawaran yang diberikan
oleh penjual. Alasan pembeli juga tidak langsung melakukan peralihan hak ke
kantor pertanahan dikarenakan minimnya dana untuk proses peralihan hak. Isi dari
perjanjian tersebut menegaskan bahwa jikalau tanah tersebut akan diproses ditahun
kemudian maka kewajiban ditanggung masing-masing pihak. Tapi faktanya
sertipikat belum sempat dialihkan ke atas nama pembeli sering terjadi juga bahkan
pihak penjual sudah meninggal dunia. Lalu pihak keluarga seperti tidak tau menau
yang dimana berarti pihak penjual tidak menepati janjinya. Namun hal ini sudah
dipertegas dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 menyebutkan “Peralihan Hak
Atas Tanah” dalam hal ini yang dimaksud adalah tanah yang sudah mempunyai hak
atas tanah (sudah bersertipikat). Dapat ditafsirkan bahwa tanah yang sudah
bersertipikat hanya dapat didaftarkan peralihan hak atas tanah jika dibuktikan
dengan akta PPAT.

Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kondisi ini
berimplikasi pada perlindungan hukum bagi pembeli. Dalam berbagai kasus
lainnya, pembeli yang telah membayar lunas harga tanah sering kali tidak dapat
melakukan peralihan karena tidak memiliki akta otentik, sehingga berpotensi
menimbulkan sengketa. Perjanjian di bawah tangan bisa saja menjadi bukti transaksi
namun perjanjian di bawah tangan tidak dapat melakukan peralihan hak
dikarenakan syarat peralihan hak atas tanah itu dibuat dan didukung oleh akta yang
dibuat oleh PPAT. Sebelumnya proses peralihan hak atas tanah di bawah tangan
dilakukan dengan berdasar pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak
dan dilakukan pembayaran dengan menggunakan kwitansi yang dibubuhi dengan
materai yang didalamnya tertuang mengenai pelaksaan dari suatu kesepakatan
yang timbul akibat adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan tindakan jual beli dan juga
ditandangani oleh saksi-saksi dalam kegiatan jual beli tersebut (Ginting, 2020).

Konsep Perjanjian
Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda Overeenkomst dan dalam Pasal
1313 KUHPerdata diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih
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mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Definisi ini menegaskan adanya
hubungan hukum antara para pihak yang saling terikat untuk memenuhi kewajiban
tertentu. Meskipun rumusannya sederhana, esensinya mencerminkan prinsip dasar
bahwa perjanjian lahir dari kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban
timbal balik. Pangestu menambahkan bahwa perjanjian merupakan peristiwa ketika
satu pihak berjanji kepada pihak lain atau kedua pihak saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal.

Dengan demikian, perjanjian bukan sekadar kesepakatan lisan atau tertulis,
melainkan suatu instrumen hukum yang mengikat dan dapat menimbulkan akibat
hukum apabila dilanggar (Pangestu, 2019). Adapun perbandingan antara perjanjian
dibawah tangan dan akta otentik yang dibuat di Kantor PPAT yaitu :

Perjanjian Dibawah Tangan

Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani
oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum seperti notaris. Meskipun
demikian, perjanjian ini tetap memiliki kekuatan hukum, namun kekuatan
pembuktiannya tidak sekuat perjanjian yang dibuat dalam bentuk otentik (dibuat di
hadapan notaris). Akta di bawah tangan yang dibuat serta ditandatangani oleh para
pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan
saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan adalah akta yang
sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang
pejabat (Laila et al., 2024). Perjanjian yang dibuat di bawah tangan sering dilakukan
oleh para pihak baik perjanjian yang bernilai kecil bahkan perjanjian yang nilainya
cukup besar, sering kali dalam perjanjian di bawah tangan yang dilakukan terjadi
sengketa akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi ataupun tidak mengakui
perjanjian tersebut sehingga akan terdapat pihak yang dirugikan dalam melakukan
perjanjian ini.

Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang
untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau
tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang
dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta
autentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang
apa yang dilakukannya atau dilihat di hadapannya. Dalam pasal 1868 KUHPerdata
yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk
yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang
berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”.

Konsep Jual Beli Tanah

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata mengatur tentang suatu perjanjian di
mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan
(barang), dan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah
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dijanjikan oleh pembeli tersebut. Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata
hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan
kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain jual
beli yang dianut Hukum Perdata belum memindahkan hak milik adapun hak milik
baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau levering (Fitria, 2020).

Dalam Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian jual beli
dianggap telah terjadi antara pembeli dan penjual seketika setelah keduanya sepakat
mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan
harganya belum dibayar. Ini berarti jual beli adalah perjanjian konsensuil, artinya
cukup dengan kesepakatan (konsensus) kedua belah pihak untuk melahirkan
perjanjian tersebut.

Dari uraian tersebut, jual beli tanah menurut Hukum Perdata terdiri dari atas
2 (dua) bagian yaitu perjanjian jual belinya dan penyerahan haknya, keduanya
terpisah satu dengan lainnya. Sehingga, walaupun hal yang pertama sudah selesai
biasanya dengan akta notaris, tetapi jika hal yang kedua belum dilakukan, maka
status tanah tersebut masih tetap hak milik penjual.

Asas-Asas Hukum Perjanjian
Asas Itikad Baik

Asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata
menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Meskipun undang-undang tidak memberikan definisi secara tegas, menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, itikad berarti kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud,
atau kemampuan yang baik. Dalam konteks hukum perdata, asas ini menuntut
pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Ketentuan Pasal 1338
ayat (3) ini umumnya dikaitkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata yang memperluas
ruang lingkup perjanjian tidak hanya pada hal-hal yang secara tegas disepakati,
tetapi juga pada segala sesuatu yang berdasarkan sifat perjanjian, dituntut oleh
prinsip keadilan, kebiasaan, atau ketentuan undang-undang. Itikad baik di sini
bersifat nisbi artinya dinilai dari perilaku dan sikap nyata para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan perjanjian (Priyono, 2017).

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mengacu pada
suatu kondisi subjektif yang menuntut adanya kewajiban bagi subjek hukum
tertentu untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan demi keberlangsungan
eksistensinya. Pemenuhan ini harus dijamin serta dilindungi oleh hukum agar
kekuatannya terorganisir dalam proses pengambilan keputusan, baik di bidang
politik maupun ekonomi khususnya terkait distribusi sumber daya pada level
individu maupun struktural. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan
hukum bersifat preventif dengan tujuan memberikan kesempatan kepada setiap
individu sebagai anggota masyarakat untuk menuntut pemenuhan haknya sebagai
perwujudan keadilan (the right to be heard), sekaligus membuka akses seluas-luasnya
terhadap informasi mengenai proses pemenuhan hak tersebut (access to information)
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sebagai bagian dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Makna
penting dari the right to be heard mencakup dua hal yaitu memberikan ruang bagi
individu yang terdampak tindakan pemerintah untuk mengemukakan hak dan
kepentingannya demi menjamin keadilan, serta mendukung terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik (Ramadhan & Gorda, 2025).

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dipandang sebagai salah satu tujuan utama hukum
yang pada hakikatnya juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan.
Kepastian hukum terwujud melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang
berlaku secara objektif tanpa membedakan siapa pelaku dari suatu perbuatan.
Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan
konsekuensi yang akan dihadapi apabila melakukan suatu tindakan hukum
tertentu. Prinsip ini juga menjadi dasar penerapan asas persamaan di hadapan
hukum (equality before the law) tanpa adanya diskriminasi, serta berkaitan erat dengan
asas kebenaran yang menekankan pada penerapan hukum secara legal-formal dan
logis. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu
hasil dari hukum itu sendiri khususnya sebagai produk yang lahir dari peraturan
perundang-undangan (Syafrida & Hartati, 2020).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berfokus pada penerapan
hukum dalam masyarakat, khususnya terkait pengimplementasian Pasal 37 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Peralihan Hak. Pendekatan
yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, analisis konsep
hukum, dan fakta. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh
melalui wawancara di Kantor Notaris Ni Nyoman Sukariati, SH., M.Kn, dan data
sekunder dari bahan hukum seperti Undang-Undang dan literatur terkait. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, sementara
analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi menjadi kategori yang
memudahkan pemahaman. Lokasi penelitian terletak di Kantor Notaris Sukariati di
Denpasar, Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Isu Hukum dalam Transaksi Jual Beli Tanah

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa isu hukum yang signifikan
terkait dengan transaksi jual beli tanah, khususnya perjanjian di bawah tangan. Isu-
isu ini mencakup:

Ketidakpastian Hukum:

Banyak pembeli yang bertransaksi menggunakan perjanjian di bawah tangan
mengakui bahwa mereka merasa tidak aman. Menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, peralihan hak atas tanah hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Tanpa akta otentik,
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pembeli tidak memiliki kepastian hukum mengenai hak kepemilikan tanah yang
dibeli, sehingga berisiko kehilangan hak atas tanah jika terjadi sengketa.

Sengketa dan Wanprestasi:

Sekitar 40% responden yang menggunakan perjanjian di bawah tangan
mengalami sengketa setelah transaksi. Hal ini menciptakan potensi konflik antara
pembeli dan penjual, dan dapat mencakup masalah seperti penjual yang tidak
memenuhi janji atau ahli waris yang tidak mengakui transaksi. Menurut
KUHPerdata, wanprestasi dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan,
tetapi dalam kasus perjanjian di bawah tangan, pembeli sering kali kesulitan untuk
membuktikan klaim mereka di pengadilan.

Bukti Pembayaran yang Tidak Memadai:

Masalah pembayaran juga menjadi isu hukum yang signifikan. Sebanyak 50 %
pembeli melaporkan tidak mendapatkan bukti pembayaran yang sah, yang
menyulitkan mereka untuk membuktikan kepemilikan tanah. Tanpa bukti
pembayaran yang jelas, posisi hukum pembeli menjadi lemah, dan mereka dapat
dirugikan jika penjual melakukan tindakan sewenang-wenang.

Kepatuhan terhadap Regulasi:

Jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan sering kali tidak mematuhi
regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini menimbulkan risiko
hukum bagi kedua belah pihak, karena transaksi yang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum tidak hanya merugikan pembeli, tetapi juga dapat mengakibatkan
konsekuensi bagi penjual.

Keterbatasan Edukasi Hukum:

Responden juga menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya
akta otentik dan prosedur pendaftaran tanah. Ketidakpahaman ini menciptakan
kesenjangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum diperlukan untuk
menjamin hak-hak setiap individu dalam masyarakat (Raharjo, 1983). Tanpa edukasi
yang memadai, masyarakat berisiko terjebak dalam transaksi yang merugikan.

Ketidakpastian Hukum dalam Transaksi Jual Beli Tanah

Ketidakpastian hukum merupakan isu utama yang dihadapi oleh para pihak
dalam transaksi jual beli tanah, terutama yang dilakukan melalui perjanjian di
bawah tangan. Menurut Soetjipto Rahardjo (1983), kepastian hukum adalah salah
satu tujuan utama dari sistem hukum, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak
individu dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks jual beli tanah,
di mana tanah adalah aset yang sangat bernilai dan strategis, kepastian hukum
menjadi sangat penting.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 681

Copyright; Ni Kadek Intan Wiradewi, Anak Agung Ayu Intan Puspadewi ,Putu Eva Ditayani Antari, Anak
Agung Ayu Nqurah Sri Rahayu Gorda


https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https:/ /ejournal.yvayasanpendidikandzurrivatulquran.id /index.php/AlZayn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 1, 2026

Penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 65% responden merasa tidak aman
bertransaksi tanpa akta otentik, yang seharusnya menjadi bukti hukum yang sah
sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997.

Beberapa penelitian relevan dalam lima tahun terakhir menggarisbawahi
bahwa ketidakpastian hukum dalam transaksi jual beli tanah masih menjadi isu
signifikan. Penelitian oleh Santosa dan Hanim (2017) menemukan bahwa banyak
pembeli yang menggunakan perjanjian di bawah tangan mengalami masalah
hukum, terutama terkait dengan kepemilikan tanah, dan merekomendasikan
pentingnya akta otentik sebagai bukti hukum untuk menghindari sengketa di masa
depan.

Analisis oleh Paramita et al. (2019) menyoroti bahwa kurangnya pemahaman
hukum di kalangan masyarakat berkontribusi terhadap ketidakpastian ini, sehingga
pendidikan hukum yang lebih baik perlu ditingkatkan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta otentik.

Studi oleh Muhtarom (2020) mengidentifikasi bahwa ketidakpastian hukum
sering kali disebabkan oleh peraturan yang tidak konsisten dan kurangnya
penegakan hukum, merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan penegakan
regulasi terkait transaksi tanah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik
bagi pembeli. Penelitian oleh Fatimah dan Rizki (2021) menemukan bahwa 70%
responden merasa transaksi tanpa akta otentik memberikan risiko tinggi terhadap
sengketa di masa depan, sehingga mereka merekomendasikan agar masyarakat
lebih berhati-hati dan mempertimbangkan untuk selalu menggunakan akta otentik
dalam transaksi jual beli tanah.

Wanprestasi dan Sengketa dalam Perjanjian di Bawah Tangan

Wanprestasi, atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian, adalah isu signifikan
yang sering muncul dalam transaksi jual beli tanah yang dilakukan melalui
perjanjian di bawah tangan. Dalam konteks ini, sekitar 40% responden melaporkan
mengalami sengketa setelah transaksi, baik terkait dengan penjual yang tidak
memenuhi janji maupun pihak ketiga yang mengklaim hak atas tanah. Hal ini
menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dan risiko sengketa menjadi masalah
yang sangat serius dalam praktik jual beli tanah.

M. Muhtarom (2014) menyatakan bahwa wanprestasi dapat terjadi karena
adanya ketidakjelasan dalam ketentuan perjanjian. Ketidakjelasan ini sering kali
disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum dari para pihak yang terlibat dalam
transaksi. Banyak pembeli yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban
yang tercantum dalam perjanjian, sehingga berpotensi menyebabkan konflik antara
pembeli dan penjual. Misalnya, pembeli mungkin tidak menyadari bahwa tanpa
akta otentik, posisi hukum mereka menjadi lemah dan lebih rentan terhadap klaim
pihak ketiga.

Konflik yang muncul akibat wanprestasi dapat menciptakan ketidakstabilan
dan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan kedua belah
pihak. Ketika pembeli merasa dirugikan akibat ketidakpatuhan penjual, mereka
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mungkin berusaha menegakkan haknya melalui jalur hukum, namun sering kali
tanpa bukti yang cukup kuat, seperti akta otentik. Oleh karena itu, perjanjian di
bawah tangan, meskipun dianggap lebih praktis dan cepat, dapat menimbulkan
risiko tinggi yang berdampak pada kepastian hukum. Beberapa penelitian dalam
lima tahun terakhir menegaskan pentingnya akta otentik untuk mengurangi risiko
wanprestasi. Penelitian oleh Santosa dan Hanim (2017) menunjukkan bahwa banyak
pembeli yang menggunakan perjanjian di bawah tangan mengalami masalah hukum
terkait kepemilikan tanah. Mereka merekomendasikan pentingnya akta otentik
sebagai bukti hukum untuk menghindari sengketa di masa depan.

Analisis oleh Paramita et al. (2019) menyoroti bahwa kurangnya pemahaman
hukum di kalangan masyarakat berkontribusi terhadap ketidakpastian dalam
transaksi jual beli tanah. Mereka menegaskan perlunya pendidikan hukum yang
lebih baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta
otentik. Studi oleh Fatimah dan Rizki (2021) menemukan bahwa 70% responden
merasa bahwa transaksi tanpa akta otentik memberikan risiko tinggi terhadap
sengketa di masa depan, sehingga mereka merekomendasikan agar masyarakat
lebih berhati-hati dan mempertimbangkan untuk selalu menggunakan akta otentik
dalam transaksi jual beli tanah. Laporan oleh Jurnal Hukum dan Pembangunan
(2022) juga menegaskan bahwa ketidakpastian hukum dalam jual beli tanah dapat
menimbulkan konflik antara pembeli dan penjual, terutama ketika transaksi
dilakukan di bawah tangan

Bukti Pembayaran yang Tidak Memadai

Masalah pembayaran menjadi isu hukum yang signifikan dalam transaksi
jual beli tanah, terutama yang dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan.
Sebanyak 50% pembeli melaporkan tidak mendapatkan bukti pembayaran yang sah,
yang menyulitkan mereka untuk membuktikan kepemilikan tanah yang diperoleh.
Tanpa bukti pembayaran yang jelas, posisi hukum pembeli menjadi lemah dan
mereka berisiko dirugikan jika penjual melakukan tindakan sewenang-wenang.
Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan sengketa hukum yang berkepanjangan, di
mana pembeli mungkin kesulitan untuk membuktikan bahwa mereka telah
memenuhi kewajiban pembayaran.

Pentingnya bukti pembayaran yang sah tidak hanya terletak pada aspek
legalitas, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu. Ketika pembeli tidak
memiliki bukti yang cukup, mereka berpotensi kehilangan hak atas tanah yang telah
dibeli, terutama jika penjual mengklaim bahwa pembayaran belum dilakukan. Hal
ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang rendah di kalangan masyarakat
berkontribusi terhadap masalah ini, seperti yang diungkapkan oleh Arina Ratna
Paramita dan rekan-rekannya (2016). Penelitian tersebut menemukan bahwa
kurangnya pemahaman mengenai pentingnya dokumentasi dalam transaksi tanah
membuat banyak pembeli terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Di samping itu, penelitian oleh Fatimah dan Rizki (2021) menunjukkan bahwa
tanpa bukti pembayaran yang sah, pembeli sering kali tidak dapat mengakses jalur
hukum untuk menegakkan hak-hak mereka. Mereka merekomendasikan agar
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masyarakat lebih berhati-hati dan selalu meminta bukti pembayaran yang jelas,
seperti kwitansi yang dibubuhi materai, agar dapat digunakan sebagai alat bukti di
kemudian hari.

Kepatuhan terhadap Regulasi

Jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan sering kali tidak mematuhi
regulasi yang ada, yang menimbulkan risiko hukum bagi kedua belah pihak.
Transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tidak hanya merugikan
pembeli tetapi juga dapat mengakibatkan konsekuensi bagi penjual. Hal ini dapat
menciptakan situasi di mana hak-hak individu terancam, dan sengketa dapat
muncul di kemudian hari. Philipus M. Hadjon (1983) menekankan pentingnya
perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak setiap individu dalam masyarakat.
Tanpa kepatuhan terhadap regulasi, pembeli dan penjual menghadapi risiko hukum
yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, kehilangan hak tanah, dan bahkan
tindakan hukum yang lebih serius.

Kepatuhan terhadap regulasi, seperti pendaftaran tanah dan penggunaan
akta otentik, sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dalam transaksi
jual beli tanah. Ketika transaksi dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku,
baik pembeli maupun penjual berpotensi terjebak dalam sengketa yang
berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan
mematuhi regulasi yang ada agar dapat melindungi hak-hak mereka dan
menghindari risiko hukum yang tidak diinginkan

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa transaksi jual beli tanah melalui
perjanjian di bawah tangan memunculkan sejumlah isu hukum yang signifikan,
yang berdampak langsung pada perlindungan hukum bagi pembeli. Pertama,
ketidakpastian hukum menjadi masalah utama, di mana banyak pembeli merasa
tidak aman karena transaksi yang tidak didukung oleh akta otentik. Hal ini
mengakibatkan risiko kehilangan hak atas tanah jika terjadi sengketa di masa depan.
Kedua, terdapat masalah sengketa dan wanprestasi, di mana banyak pembeli yang
menghadapi konflik setelah transaksi, sering kali disebabkan oleh penjual yang tidak
memenuhi janji. Situasi ini memperburuk posisi hukum pembeli, terutama ketika
mereka tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Selain
itu, bukti pembayaran yang tidak memadai juga menjadi isu krusial, di mana banyak
pembeli tidak mendapatkan dokumentasi yang sah, sehingga memperlemah posisi
hukum mereka. Tanpa bukti pembayaran yang jelas, pembeli berisiko kehilangan
hak atas tanah yang telah dibeli. Kepatuhan terhadap regulasi juga seringkali
diabaikan dalam transaksi di bawah tangan, yang menimbulkan konsekuensi
hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman
terhadap peraturan yang berlaku untuk melindungi hak-hak individu. Terakhir,
keterbatasan edukasi hukum di kalangan masyarakat berkontribusi terhadap
masalah ini, di mana banyak pembeli tidak menyadari pentingnya akta otentik dan
prosedur pendaftaran tanah. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya
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edukasi hukum yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam transaksi jual beli tanah
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